PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

Menimbang

PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran
pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa di
Kabupaten Sleman perlu diatur tata cara pencalonan,
pemilihan, dan pelantikan kepala desa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, @dan  Pemberhentian @ Kepala Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa perlu dilakukan beberapa penyesuaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa;



Mengingat

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, dan  Pemberhentian  Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007
Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 3) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, @dan  Pemberhentian @ Kepala  Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN
dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, dan angka 11 Pasal 1

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



10.

11.

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja
kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh
penduduk desa yang bersangkutan.

Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang
ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan
sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.

Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara
Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia
pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
Calon kepala desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala
Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan
melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak
dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon
Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan
untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan
terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau

kemampuan, dan atau kepemimpinan.



14.

15.

16.

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak
dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan
program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-
masing Tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Ketentuan huruf j diubah, dan diantara huruf k dan huruf 1 Pasal 4

disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k1l sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

a.

menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan
pelantikan Kepala Desa;

menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala
Desa;

menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan
dengan keputusan ketua panitia pemilihan;

melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa;

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak
dipilih;

melaksanakan pendaftaran pemilih;

menyelenggarakan kampanye;

melaksanakan pemungutan suara;

membuat berita acara pemilihan;

menetapkan calon kepala desa terpilih;

membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa kepada BPD;

mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan

pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa.



Ketentuan huruf b dan huruf ¢ Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang sampai dengan batas
akhir pendaftaran pemilih masih berlaku;

c. pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; dan

d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

(2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

e. Dberusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang,
dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter pemerintah.

g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;



h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran,
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
yang masih berlaku;

i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

j- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut;

m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal
oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;

n. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari
pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;

o. Dbagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin
mencalonkan menjadi kepala desa dari komandan/kepala sesuai
peraturan perundang-undangan,;

p. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari
Bupati;

q.- bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon

wajib mengajukan permohonan cuti.

S. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11

(1) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan

bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



(2)

(3)

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan 2 (dua)

hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 28
Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dengan tembusan
kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon

Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan
penetapan nama calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih

kepada Bupati melalui Camat.

Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada
Bupati, maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih

untuk disahkan.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan
dari panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dalam bentuk keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).



Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) masih terdapat pengajuan
keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan

calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Kepala Desa memegang jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau

tidak secara berturut-turut.
Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45
(1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan

berakhir masa jabatannya.

(2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang saat ini sedang berlangsung
setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Proses pemilihan kepala desa yang belum selesai sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

(4) Bupati menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan

Keputusan Bupati.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd
SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D

10



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian
kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang
pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin
rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi
masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD
sebagai mitra kerja kepala desa, merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor

pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah

Kabupaten Sleman.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu
pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan
pemberhentian kepala desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam
memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang

kepala desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 4
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan
dalam ketentuan ini adalah masa jabatan kepala

desa baik secara berturut-turut atau tidak secara
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berturut-turut yang didasarkan pada Undang-
Undang Nomor S Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dan/atau Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dan/atau Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal
pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik
sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan
mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya
dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6

(enam) tahun.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 84
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